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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  model kebijakan kombinasi 
perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Metode penelitian yang direncanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian secara purposive dan 
teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi diperkuat dengan focus group 
discussion (FGD), teknik pemeriksaan data digunakan teknik cross check, dan teknik analisis 
data dengan teknik analisis induktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa model kebijakan kombinasi perlindungan HAM 
terhadap Narapidana dapat  digambarkan    sesuai permasalahan riil, antara lain:1) Mengatur 
“eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam dalam bentuk 
bperubahan Undang-Undang (produk legislatif); 2) Mengatur pos anggaran untuk pengadaan 
obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan 
terpenuhi; 3) Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan 
keterampilan bagi napi dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada 
sebelumya; 4) Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, 
agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap 
peraturan yang telah ada sebelumya. Mengenai teknis  Kebijakan ini dirancang dalam sebuah 
peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada 
aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan 
kombinasi tersebut belum terlaksana, dengan demikian efektivitasnya belum dapat 
diobservasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: Sistem kewenangan yang 
yang sentralistik, uji coba model kebijakan kombinasi akan berimplikasi pada banyak aspek, 
narapidana yang jumlahnya besar, serta anggaran yang digunakan untuk keperluan 
penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan dan lokasi tempat uji coba kebijakan sangat 
bersifat politis. 
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BAB I.  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dewasa ini masalah  hak asasi manusia (HAM) semakin marak di Indonesia. Hal 
ini ditandai semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik secara individu 
maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Fenomena tersebut menunjukkan betapa besar 
perhatian masyarakat terhadap HAM, baik yang menyangkut pribadi maupun HAM secara 
kelompok. Berbicara masalah HAM dapat berkaitan dengan pelbagai dimensi kajian, 
antara lain berkaitan dengan konstelasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya serta 
pertahanan dan keamanan, sehingga masalah HAM sebenarnya menyangkut berbagai segi 
kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. 
Masalah HAM sesungguhnya bukanlah merupakan masalah baru sebagaimana 
istilah HAM yang baru dikenal setelah Perang Dunia II pada awal pembentukan PBB pada 
Tahun 1945. HAM dalam pelbagai konteks pemahaman sudah dikenal dan diperjuangkan 
puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu oleh bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa di 
dunia pada tahun 1948 melalui ”Universal Declaration of Human Raights”  (UDHR) telah 
sepakat menyatakan bahwa” setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat 
dan hak-haknya”. 
HAM  berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia, dengan ditegaskan 
oleh Konvensi PBB mengenai hak sipil dan politik tahun 1966. Hak ini bersifat sangat 
mendasar, dalam arti pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang 
sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal artinya 
dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. 
Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu 
dengan lainnya adalah sama. Namun pelaksanaannya tidaklah demikian. Artinya pada 
suatu waktu ada persamaan kehendak terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, 
namun pada waktu yang lain ada perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap HAM antara 
negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan 
adanya latar belakang kehidupan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial dan 
budaya dari masing-masing negara yang tidak sama. 
Berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia, selama ini 
Indonesia sering dijadikan “kambing hitam” terutama oleh pihak-pihak Barat. Dalam hal 
ini tidak sedikit kasus yang ditudingkan negara Barat atau dunia internasional bahwa 
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Indonesia sebagai pelanggar HAM berat, seperti dalam kasus tragedi Semanggi, 
terbunuhnya Munir yang sampai saat ini belum terungkap, dan yang aktual pembunuhan 
oleh 11 angota kopasus terhadap 4 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan 
Kabupaten Sleman DIY.  
Sehubungan  dengan pelanggaran HAM  di Indonesia   berdasar Laporan Amnesti 
Internasional tahun ini mencatat masih ada pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam 
Laporan berjudul “The State of the Worlds Human Rights” : Indonesia masih melanggar 
HAM di enam wilayah yaitu penggunaan kekerasan oleh polisi dan tentara; tekanan 
terhadap kebebasan berekpresi; pelanggaran atas kebebasan beragama; pembatasan hak-
hak perempuan dan impunitas serta hukuman mati. Termasuk penyiksaan, penganiayaan 
lannya, penggunaan senjata dan kekuatan yang berlebihan . Hal ini dikemukakan oleh 
Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional Salil Shetty, dalam laporannya yang dikirim 
melalui Surat Elektronik. (Koran Tempo, tanggal 24 Mei 2013 : A6). 
Berdasarkan uraian tersebut di atas  dalam era globalisasi bagi negara yang tidak 
menegakkan HAM akan mengalami kesulitan dalam hubungan internasional. Dalam 
proses globalisasi tidak hanya melanda kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda 
kehidupan yang lain seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan (hankam), ilmu 
pengteahuan dan teknologi (iptek),  pendidikan dan hukum. Globalisasi di bidang politik 
antara lain  terasa dengan adanya isue tentang lingkungan hidup, transparansi, 
keterbukaan, demokratisasi dan HAM. Globalisasi semakin memperkuat pemikiran-
pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal, 
invisble and interdependent and interrelated. (Muladi, 1997: 11). Senada dengan Muladi 
Dimyati  Hartono (1997: 61)   mengemukakan bahwa globalisasi dengan keterbukaannya , 
telah mengangkat persoalan HAM mejadi persoalan Global, dalam arti pelanggaran 
terhadap HAM yang terjadi di suatu negara menjadi perhatian dan keprihatinan 
internasional yang berdampak kepada citra demokratis atau otoritairnya suatu 
pemerintahan.  
Sebenarnya Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya sudah peduli terhadap 
HAM. Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sebelum lahirnya Deklarasi Universal 
tentang HAM tahun 1948, sudah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan HAM dalam Pembukaan maupun  Batang Tubuhnya. Demikian juga dalam kedua 
UUD yang pernah berlaku di Indonesia yakni UUD RIS (Kontsitusi RIS) dan UUDS juga 
sudah memasukkan bahasan tentang HAM. Kemudian pada masa orde baru sudah berhasil 
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dibuat pelbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan 
pelaksanaan HAM, Lembaga-lembaga yang dapat menjadi tumpuan dalam pelaksanaan 
HAM juga sudah dibentuk seperti Komisi Nasional HAM (Komnas) HAM. Kemudian 
pada era reformasi, telah berhasil mengundangkan UU RI  Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Aasasi 
Manusia. Di samping itu empat kali amandemen UUD 1945, banyak memuat pasal 
mengenai HAM (Pasal 28A s/d Pasal 28J). Namun dalam kenyataannya yang terjadi dalam 
praktik  dewasa ini masih dijumpai bahwa para penyelenggara negara dalam menangani 
persoalan-persoalan konkret yang terkait dengan HAM masih terdapat kelemahan dan 
kekurangan, yakni lebih banyak pendekatan kekuasaan (power approach) daripada 
pendekatan hukum. 
Berkaitan dengan masalah HAM di Indonesia  tersebut dari  dimensi  hukum  
khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM  di bidang penegakan hukum masih 
bersifat diskriminatif, sehingga prinsip persamaan di muka hukum tidak terpenuhi, baik 
dari penyidikan, penuntutan dan peradilan sampai pada tingkat pembinaan narapidana di 
lembaga pemasayarakatan. (Sri Hartini, 2005: 32). Narapidana seperti halnya manusia 
pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak 
yang dilindungi tersebut terutama hak-hak yang sifatnya tidak dapat diingkari dan 
diganggu gugat oleh siapapun dalam keadaan apapun yakni HAM.  
Berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana  di Lembaga 
Pemasyaraktan  ini  sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini 
dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan,  
pada Pasal 14 ayat (1), bahwa  narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama 
atau kepercayaannya, mendapat perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan 
dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, 
menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan 
remisi; mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjelas bebas; dan hak-hak 
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Perlindungan HAM tersebut juga ditegaskan dalam  Undang-Undang  Nomor 39 
Tahun 1999 tentang  Hak asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
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dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang dalam kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). Di samping itu dalam undang-undang 
tersebut juga melindungi HAM dan kebebasan dasar Manusia, antara lain:  hak untuk 
hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk  mengembangkan diri,  hak untuk memperoleh 
keadilan, hak untuk kebebasan pribadi,  hak atas rasa aman, hak turut serta dalam 
pemerintahan, hak atas kesejahteraan, hak wanita dan hak   anak. (Pasal 9 s/d Pasal 66). 
Namun dalam kenyataan perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan  belum terpenuhi secara maksimal. Menurut pemberitaan di Media massa 
masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap Narapidana di dalam LAPAS. Hal ini 
diketahui dari terungkapnya kasus kekerasan berupa pemukulan dan pungutan liar (pungli) 
di LAPAS Kelas I A Lowokwaru Malang, yang dikemukakan oleh mantan Narapidana 
Lowokwaru, mengaku mendapat penyiksaan saat di Lapas.(http://mediacenter.malang 
kota.go.id/tay/kekerasan-pd-napi/8/6-2011. diunduh tanggal 26 April 2013. 
Berita metrotvnews tanggal 15 Maret 2013, ratusan anggota salah satu kelompok 
ormass berunjuk rasa di LAPAS Salemba Jakarta Pusat yang terkait penyerangan 
kelompok Napi kasus penyerangan di RSPAD terhadap Napi kasus Terorisme di Lapas 
Salemba.(http/www.metrotvnew.com/metronew/video/2013/03/15/6/173270/napi-kasus-
terorisme-dianiaya). diunduh 24 April 2013. 
Kasus aktual juga terjadi  di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cebongan 
(Sleman) DIY, sebagaimana dikemukakan Siti Noor Laila dari Komnas HAM kepada 
Rakyat Merdeka “ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus Cebongan pembunuhan 
oleh 11 anggota kopasus atas 4 tahanan penghuni Sub Anggrek 5 di LAPAS Cebongan. 
Indikasi pelanggaran HAM atas hak hidup seseorang, hak atas rasa aman, hak 
perlindungan harta kekayaan, harta benda, nyawanya, hak bebas dari penganiayaan. 
(http/www.rmol.co/read/2013/04/16/106575/Siti-Noor-Laila: Ada-pelanggaran-HAM- 
dalam kasus cebongan. diunduh 26 April 2013. 
Hasil penelitian tahap pertama tahun 2014 yang dilakukan oleh Sri Hartini, dkk 
menunjukkan bahwa perlindungan HAM bagi para narapidana menjadi salah satu sasaran 
kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam berbagai bentuk 
peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan se DIY secara apa adanya. HAM yang dipenuhi di Lapas hanya mengikuti 
apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat, artinya pihak lapas tidak 
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mengupayakan adanya hak-hak lain. Selain itu, relatif sering terdapat perubahan 
kebijakan, namun perubahan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan tersebut sifatnya tambal sulam saja. Dengan demikian kebijakan 
perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lapas se DIY menggunakan Model Kebijakan 
Elite. Namun dalam hal teknis pelaksanaan/pemenuhan HAM Narapidana di Lapas se 
DIY, pada kenyataannya mengharuskan kreativitas petugas pembina lapas, agar 
pelaksanaan/pemenuhan hak dapat berjalan dengan baik, yang pada kondisi tertentu 
berbeda dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, 
namun dapat diterima oleh Narapidana. Dalam hal ini sebenarnya kebijakan yang 
diterapkan juga menggunakan Model Kebijakan Rasional. (Sri Hartini, 2014: 76). Oleh 
karena itu penting untuk meneliti efektifitas model kebijakan kombinasi (model Kebijakan 
Elit dan Model Kebijakan Rasional) tentang perlindungan HAM bagi Narapidana di Lapas 
se dIY. Dengan penelitian diharapkan dapat diperoleh sebuah model kebijakan 
perlindungan HAM Narapidana yang tepat dan berhasil guna.  
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakn 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaiamana model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana 
yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan se DIY ?.  
2. Seberapa besar efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan 










BAB II.  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kebijakan  
Banyak ahli mengemukan pengertian kebijakan dengan beragam, antara lain 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak.  
James E Anderson mengartikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pajabat, 
kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan 
tertentu. (Solichin AW.1997: 2).  H. Heclo menyatakan bahwa kebijakan lebih baik 
dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak 
secara sengaja daripada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan 
tertentu. Sedangkan David Easton menyatakan bahwa kebijakan terdiri dari serangkaian 
keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai. (Solichin 
AW. 1990: 21). Derbyshire menyatakan bahwa kebijakan (policy) sebagai sekumpulan 
rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-
kondisi sosial ekonomi. Lebih lanjut Derbyshire mengemukakan bahwa policy merupakan 
produk akhir setiap pemerintahan, dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara 
eksekutif dengan wakil rakyat. (Samodra Wibawa. 1994: 49). Sedangkan Hofferbert 
sebagaimana dikutip Samodra Wibawa (1994: 50) mengemukakan bahwa ada dua cara 
untuk memahami suatu kebijakan, yaitu pertama, mendekati suatu policy melalui 
substansinya (yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-
tujuan/’goal’ apa yang hendak dicapai), dan kedua, memahami suatu policy dari proses 
pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak kebijakan tersebut 
baik hasil yang bersifat sementara maupun final. Rose mengemukakan bahwa kebijakan 
publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak 
bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. 
(Samodra Wibawa. 1994: 50). 
B. Model Kebijakan 
Model kebijakan merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang 
penekanannya pada sesuatu hal sehingga memunculkan beberapa model antara lain: 
1) Model Elite 
Model ini menenkankan pada kebijakan yang dbuat oleh para elite politik. 
Kebijakan publik boleh dikatakan identik dengan perspektif elite politik. Kebijakan 
negara mencerminkan kehendak atau nilai-nilai sekelompok kecil orang yang 
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berkuasa. Nilai-nilai, sikap dan pandangan elite sangat mempengaruhi kebijakan yang 
dihasilkan, namun tidaklah berarti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit 
politik selalu tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Jika terjadi perubahan-
perubahan kebijakan biasanya sifatnya tambal sulam ataupun trial-error yang hanya 
mengubah atau memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam kondisi tertentu 
para elit politik tetap membutuhkan dukungan massa, sehingga mereka juga harus 
memuaskan sebagian massa tersebut dan tanggungjawab untuk mensejahterakan 
masyarakat dianggap tetap terletak di tangan para elite politik. 
2) Model Kelompok 
Model ini merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yng didalamnya 
beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk 
kebijakan secara interaktif. (Samodra Wibawa, 1994: 9). Pembuatan kebijakan sebagai 
upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara 
negosiasi, bargaining, dan kompromi. Kebijakan negara merupakan kompromi atau 
keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antarkelompok yang memperjuangkan 
kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Kelompok-kelompok  kepentingan 
memiliki akses yang relatif memadai terhadap proses pembuatan kebijakan negara. 
3) Model Rasional 
Model ini berasal dari pemikiran Herbert Simon, yang menekankan bahwa inti 
dari perilaku administrasi adalah pada proses pengambilan keputusan secara rasional. 
Suatu kebijakan negara harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan 
resionalitasnya. (Samodra Wibawa, 1994: 10). Model ini lebih menekankan pada aspek 
efisiensi maupun ekonomis. Rasionalitasnya terletak pada perbandingan antara 
pengorbanan dan hasil yang dicapai. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin 
tinggi tingkat pencapaiannya, maka suatu kebijakan dianggap baik. Sepanjang 
kebijakan yang ditempuh akan memberikan suatu hasil yang baik dengan sumberdaya 
yang paling sedikit, maka kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan. 
4) Model Inkremental 
Model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Kritik tersebut 
menyatakan bahwa para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan 
peninjauan secara ajeg terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. Para pembuat 
kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang dipersyaratkan oleh pendekatan 
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rasional. Pendekatan inkremental dilakukan karena alasan: (Samodra Wibawa, 
1994:11). 
(a) Para pembuat kebijakan tidak memiliki waktu, intelektualitas maupun biaya yang 
memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan 
landasan bagi perubahan tujuan kebijakan. 
(b) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tak diinginkan 
sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. 
(c) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan 
demi suatu kepentingan. 
(d) Menghindari adanya berbagai konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang 
melelahkan bagi kebijakan baru. 
C. Konsep HAM 
HAM merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup 
yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (human being), bukan 
makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam 
dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan 
martabat manusia (human dignity). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat 
hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap 
HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh. 
Menurut Frans Magnis Suseno (1995: 40), HAM adalah hak-hak yang melekat pada 
manusia  karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Leac 
Levin (1987: 3), mengemukakan bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar. 
Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia 
karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari 
kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat seperti 
manusia. Kedua, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat 
sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara 
nasional maupun internasional. 
Jack  Donnely (2003:7) menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar 
bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena 
martabatnya sebagai manusia. Pandangan Donnely menegaskan bahwa HAM muncul 
bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia. 
Ada beberapa pengerian yang pendekatannya yuridis, Louis Henkin sebagaimana 
dikutip Bosko (2004: 4), misalnya, mengartikan HAM sebagai: kebebasan-kebebasan  
(liberties), kekebalan-kekebalan (immunities) dan kepentingan-kepentingan atau 
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keuntungan-keuntungan (benefits), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada 
seyogyanya dapat diklaim (should be able to claim) sebagai hak oleh individu atau 
kelompok kepada masyarakat di mana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan 
kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma 
hukum  atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat 
diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks 
kehidupan masyarakat setempat. 
Tidak jauh berbeda dengan Henkin, Osita Eze yang dikutip Bosko (2004: 4), 
menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu 
atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan 
dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa 
depan. Eze memberikan tekanan pada realitas bahwa hak-hak dasar tersebut belum 
sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif demikian, pemenuhan HAM 
yang ideal secara filosofis membutuhkan perjuangan individu atau kelompok untuk 
mendapatkan pemenuhan dan perlindungan legal dari negara. 
Frans  Magnis Suseno (1994: 40)  menekankan dua unsur utama dalam pengertian 
HAM. Pertama, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Dalam hal ini tidak jauh 
berbeda dengan apa yang dipaparkan Donelly di muka. Kedua, bahwa hak-hak itu bersifat 
universal. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh 
ras  manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ia lahir, 
apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan sebagainya. 
Sementara itu, dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir  1 
dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan 
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.  
D.Hak-Hak Sipil  
Hak-hak sipil dan politik diatur dalam beberapa pasal UDHR (Universal Declaration 
of Human Rights) atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) sebagai 
norma universal HAM. Selain itu, secara lebih detil hak-hak sipil dan politik diataur dalam 
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ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rihts atau Kovenan Internasional 
mengenai Hak-hak Sipil dan Politik), yang diadopsi pada tahun 1966. 
Hak-hak sipil terkait dengan hak atas integritas/harkat fisik (phyical integrity rigts), 
antara lain hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan, serta hak 
atas prosedur hukum yang adil, seperti hak atas peradilan yang jujur dan fair, praduga 
tidak bersalah, dan hak untuk diwakili secara hukum. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 1 
sampai 18 DUHAM dan  diatur lebih lanjut dalam ICCPR. 
 Apabila dicermati, ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan 
kewenangan oleh aparat negara, sehingga hak-hak yang diatur dan dijamin di dalamnya 
sering juga disebut sebagai hak-hak negatif. Artinya bahwa untuk menjamin terlaksana 
dan dipenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur di dalamnya, maka negara 
harus dibatasi sampai ketingkat minimal. Intervensi atau pembatasan oleh negara terhadap 
hak-hak yang diatur dalam ICCPR ini hanya dimungkinkan untuk beberapa hak dan hanya 
boleh dilakukan dalam keadaan darurat. 
Negara sebagai organisasai kekuasaan tertinggi dalam yuridiksinya mempunyai 
kewajiban un untuk melindungi HAM warganya melalui sarana hukum yang 
terintegrasikan dalam undang-undang HAM, termasuk hak-hak sipil di atas dan hak-hak 
narapidana yang menjadi concern penelitian ini. Berkaitan dengan hak narapidana 
tersebut, Pasal 12 UDHR menegaskan bahwa: 
“No one subjected to arbitary interference with his privacy, family, or corespondence, 
or to attacks upon his honour and reputation, every one has the rights to the 
protection of the law against such interference or attack” 
E.Hak-Hak Dasar Narapidana 
Narapidana merupakan warga negara dengan beberapa aspek kebebasan yang 
dibatasi dan dikurangi. Namun demikian, narapidana tetap merupakan warga negara dan 
manusia yang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi dan dijamin pemenuhannya. 
Jaminan dan perlindungan tersebut tertuang dalam bentuk regulasi nasional dan 
internasional. 
PBB merupakan regulasi mengenai pemenuhan hak-hak narapidana melalui intrumen 
The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, yang biasa 
disingkat SMR. SMR mulai berlaku pada tahun 1955. SMR memuat pedoman dalam 
hukum internasional dan hukum negara sehubungan dengan penghormatan terhadap hak 
siapapun yang berada dalam tahanan. SMR mengandung pedoman implementasi prinsip-
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prinsip yang baik dan praktek untuk manjemen tahanan/penjara/lembaga pemasyarakatan. 
Dokumen tersebut menetapkan standar bagi narapidana dalam tahanan yang meliputi 
administrasi, kebersihan pribadi, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, alat-alat 
pengekang, informasi dan keluhan oleh para tahanan, kontak dengan dunia luar, serta 
perasaan-perasaan fisik untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana. 
Berkaitan dengan hal tersebut, The Office of High Commission of Human Rights 
(Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, biasa disingkat OHCHR merumuskan beberapa aspek 
pemenuhan hak-hak dasar narapidana, yang mengacu pada UDHR, International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR), United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile (The Beijing Rules), Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (CAT), Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Code of Conduct 
Code of Conduct   for Law Enferoment Officials, Convention on the Rights of the Child 
(CRC), United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo 
Rules, dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). 
Beberapa dimensi pemenuhan HAM yang dirumuskan OHCHR melalui Human 
Rights and Prisons: A pocketbook of International Human Rights Standards for Prison 
Officials (2005), antara lain: 
1) Right to Physical and Moral Integrity. Narapidana memiliki hak mutlak atas integritas 
fisik dan moral. Sebagaimana dinyatakan UDHR: All human beings are born free and 
equal in dignity and rights. Hak dasar tersebut melekat pada harkat dan martabat 
setiap manusia. Karenanya semua orang sampai kapan pun harus diperlakukan sesuai 
dengan haknya tersebut secara manusiawi dan sebagai penghormatan atas harkat dan 
martabat mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai objek 
penyiksaan atau perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan 
merendahkan, tanpa terkecuali, termasuk narapidana. 
2) Riht to an Adequate Standard of living. Narapidana berhak atas standar hidup yang 
layak. Sebagai bagian dari kemerdekaan mereka, semua orang berhak atas sebuah 
standar hidup yang memadai, seperi makanan yang layak, air minum, akomodasi, 
pakain, dan tempat tidur, termasuk narapidana. Akomodasi untuk para tahanan atau 
narapidana harus menyediakan kadar udara yang layak dan sehat, lantai, pencahayaan, 
pemanasan, dan ventilasi yang cukup. 
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3) Health Rights of Pirsoners. Narapidana memiliki hak-hak kesehatan. Sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 11 ICESCR, “The enjoyment of the highest attainable standard 
of physical and mental health is a human right”. Oleh karena itu, narapidana berhak 
atas layanan kesehatan yang segera di tahanan/penjara. Bahkan, menurut aturan poin 
24 SMR, semua layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka harus disediakan 
secara gratis atau Cuma-cuma. 
4) Making Prisons Safe places. Narapidana berhak atas tempat yang aman. 
Penjara/Rumah Tahan/Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi lingkungan yang 
aman bagi siapapun yang ada dan bekerja di dalamnya, seperti narapidana, sipir, dan 
para pengunjung. Rule 27 SMR menegaskan: tidak ada seorangpun di penjara yang 
boleh dibiarkan takut atau khawatir atas keaman fisiknya. 
5) Prisoners’ Contact with the Outside World. Narapidana berhak atas kontak dengan 
dunia luar. Tidak ada satupun yang bleh dihalang-halangi secara sewenang-wenang 
dalam privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi. All prisoners shall have the right 
to communicate with the outside world, especially with their families. Demikian 
penegasan Rule  27 SMR. 
6) Complaints and Inspection Procedures. Narapidana berhak atas komplain dan 
prosedur inspeksi. Menurut Pasal 2 ICCPR dan Pasal 13 CAT, siapapun yang hak dan 
kemerdekaannya dilanggar berhak untuk mengajukan keberatan atau guagatan melalui 
peradilan yang kompeten. Setiap tahanan atau narapidana juga berhak mengajukan 
komplain berkaitan dengan perlakuan tidak nyaman, yang dapat dibuktikan. Jika 
dibutuhkan, komplain tersebut dapat diajukan atas nama kuasa hukumnya. Di 
samping itu, setiap tahanan/narapidana begitu masuk ke penjara harus disediakan 
informasi tertulis mengenai komplain, dan tentang prosedur disipliner, dalam bahasa 
yang dia pahami. Jika diperlukan, informasi-informasi tersebut harus dijelaskan secara 
lisan. 
Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak tahanan dan/atau narapidana serta 
perlindungan hukum atas hak-hak tersebut diatur secara umum dalam Undang-undang 
Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
Berkaitan dengan hak narapidana tersebut Anang Priyanto ( 2007: 100-103) 
mengemukakan bahwa Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat 




Remisi  adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana 
dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa 
pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. 
Ketentuan untuk mendapatkan remisi berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana 
yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. Remisi dapat diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana 
lebih dari 6 bulan.  
b. Asimilasi 
Asimilasi dberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan, 
sebagai berikut: 
1) Berkelalkuan baik; 
2) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan 
3) Telah menjalani ½ masa pidana. 
Bagi anak negara dan anak sipil, asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan 
di LAPAS Anak 6 bulan pertama. 
Bagi narapidana yang karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan 
psikotropika, korupsi, kejahatan tehadap keamanan negara, dan keahtan terhadap hAM 
yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan asimilasi apabila 
berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah 
menjalani 2/3 masa pidana. 
c. Cuti menjelang bebas 
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti. Cuti 
tersebut meliputi: cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.Cuti 
mengunjungi keluarga tidak diberikan kepada narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan 
tehadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap HAM yang berat dan kejahatan 
transnasional terorganisir lainnya. Cuti menjelang bebas tidak berlaku bagi anak sipil. 
Setiap narapidana dan anak negara dapat diberikan cuti menjelang bebas apabila telah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana; 
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2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan 
terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; 
3) Lamanya cuti menjelang bebas sebesar Remisi terakhir paling lama 6 bulan. 
Bagi anak negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat diberikan cuti 
menjelang bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan, dan 
berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. 
Pemberian cuti menjelang bebas ditetapkan dengan keputusan Menteri. Cuti menjelang 
bebas dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar 
ketentuan cuti menjelang bebas. 
d. Pembebasan Bersyarat 
Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah terpidana 
menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Setiap narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan 
bersyarat. 
Pembebasan bersyarat diberikan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1) Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 
masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan; 
2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan 
terakhir dihitung dari tanggal 2/3 masa pidana; 
Pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.  
Selanjutnya perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana diatur  
dalam  Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 9 - 66. Sesuai 
ketentuan pasal-pasal tersebut  HAM dan kebebasan dasar manusia, antara lain:  hak 
untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk  mengembangkan diri,  hak untuk 
memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi,  hak atas rasa aman, hak turut serta 







TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
A. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Menggambarkan  model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap 
Narapidana yang tepat di Lembaga Pemasyarakatan DIY. 
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM 
terhadap Narapidana yang tepat di Lembaga Pemasyarakatan DIY. 
 
B. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat  Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada masyarakat khusunya pada 
aparat negara yang terkait dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana di 
LAPAS. 
b. Untuk  memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah dalam rangka 
pembangunan hukum dan  HAM khususnya yang terkait dengan perlindungan 
HAM terhadap Narapidana di LAPAS. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yang terkait dengan 
perlindungan HAM  terhadap Narapidana di LAPAS. 
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum  dalam melaksanakan 
tugasnya, khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM terhadap Narapidana 
di LAPAS. 
c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan 







A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan  Daerah Istimewa 
Yogyakarta meliputi Lembaga Pemasyarakatan Sleman (Cebongan), Sleman (Pakem), dan 
Yogyakart (Wirogunan).  
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif, yaitu menggambarkan tentang model 
kebijakan kombinasi  perlindungan HAM terhadap Napi di lembaga pemasyarakatan yang 
efektif dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana.  Pendekatan 
penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh 
gambaran tentang Model kebijakan Kombinasi tentang perlindungan HAM terhadap Napi 
di Lembaga Pemasyarakatan yang tepat dan efektif dalam pelaksanaannya.  
C. Penentuan Subjek Penelitian 
Penentuan subjek penelitian/informan ini dengan cara purposive, yakni memilih 
subjek penelitian/informan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kreteria atau 
pertimbangan tertentu ( Sanapiah Faisal, 1995: 67). Adapun kreteria atau pertimbangan 
yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang mengurusi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (narapidana);  
2. Pejabat Lembaga Pemasyarakatan yang langsung berurusan dengan narapidana; 
 
Kemudian dilakukan snowball dengan keyinforman Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.    
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan: 
1. Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur dan mendalam. 
Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman 
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wawancara yang hanya memuat secara garis besar pertanyaan yang diajukan, sedang 
proses dan isi wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di 
lapangan. Wawancara mendalam merupan prosedur yang dirancang untuk 
membangkitkan pernyataan yang dikemukakan secara bebas dan terus terang.(Ronny 
Hanitijo Soemitro, 1988: 61). 
2. Dokumentasi 
Metode ini digunakan untuk melengkapi dan memperjelas hasil informasi dari 
wawancara yang berkaitan dengan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM 
Narapidana di Lapas se DIY 
3. Focus Group Discussion (FGD) 
Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 
dari wawancara dan dokumen untuk mengungkap model kebijakan kombinasi  
perlindungan HAM terhadap narapidana yang tepat. Focus Group Discussion (FGD) 
dilakukan dengan Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pejabat  
Lapas se DIY, dan pakar yang mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana dari 
Fakultas Hukum UGM serta pakar  HAM dari Pusat Kajian HAM UII Yogyakarta.  
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
 Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik cross check. 
Melalui teknik ini peneliti membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara antar subjek penelitian  dengan 
dokumentasi yang berkaitan dengan  model kebijakan  kombinasi perlindungan HAM 
terhadap Narapida  di Lembaga Pemasyarakatan DIY dan diperkuat data dari FGD. 
F. Teknik Analisis Data 
 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yang 
dilakukan sejak pengumpulan sampai akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. 
Analisis induktif digunakan untuk menilai dan menganalisis data yang sudah difokuskan 





























Keterangan:  Tahapan pelaksanaan pada area kotak putus-putus belum dapat dilaksanakan 
karena beberapa faktor, yang paling utama adalah kewenangan pengaturan 
LAPAS yang bersifat sentralistik. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat 
direkomendasikan untuk level yang lebih tinggi, yaitu KemenkumHAM RI.  
Kebijakan Perlindungan Hak 
Asasi Manusia bagi Narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan se 
DIY. 
Dalam pelaksanaan di Lapas se 
DIY perlindungan HAM harus 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai 
kebijakan yang telah ditentukan 





narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan se DIY. 
Pada kenyataannya (realitas) di 
Lapas se DIY permasalahan yang 
terjadi terkait dengan 
perlindungan HAM diselesaikan 
secara kreatif sesuai kebutuhan 























HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
A. Model Kebijakan 
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi harga mati dalam demokrasi 
dan sebuah negara hukum. Perlindungan tersebut ditujukan juga terhadap narapidana. 
Mengingat bahwa narapidana merupakan orang yang sedang menjalani sanksi setelah 
dinyatakan bersalah, maka hak asasi yang diberikan akan berbeda dengan orang kebanyakan. 
Namun paradigma pemidanaan era sekarang telah bergeser, yakni pemidanaan lebih 
berorientasi restoratif, sehingga perlakuan terhadap narapidana juga diarahkan kepada 
program-program yang bisa membantu meningkatkan kualitas diri narapidana. Program 
pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan dengan mendasarkan pada kebijakan 
pemerintah melalui berbagai produk hukum. 
Terkait dengan upaya perlindungan HAM narapidana, terdapat suatu kemajuan dalam 
pengembangan kebijakan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan tentang mulai 
diterapkannya pembinaan narapidana berbasis HAM. Kebijakan baru ini akan membawa 
dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di Indonesia. Dengan 
menggunaan pijakan HAM dalam pembinaan narapidana, sebagai konsekuensinya negara 
harus menyediakan regulasi yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta petunjuk teknis 
yang mampu menjadi guidelines bagi penyelenggara pembinaan narapidana, dalam rangka 
memastikan hak asasi narapidana terpenuhi; hal-hal inilah yang akan mengarahkan pada 
bentuk hukum HAM yatiu obligation to fulfill dari negara. 
Selama ini kebijakan pembinaan narapidana, khususnya mengenai hak-hak 
narapidana, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 
Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI No. 99Tahun 2012 tentang 
Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun Syarat dan tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan lain-lain, secara umum telah mengacu dari instrumen 
SMR atau United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. 
Instrumen ini merupakan regulasi internasional yang menjadi pedoman negara-negara dalam 
pemenuhan hak-hak narapidana. Hanya saja dalam tahap implementasi mengalami 
permasalahan teknis dan kendala sebagaimana terungkap pada hasil penelitian Tahap I  
Tahun 2014 oleh Sri Hartini, dkk. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan karena antara 
kebijakan  satu dengan lainnya tidak saling mendukung. Misalnya permasalahan pemenuhan 
hak kesehatan yang terjadi akibat kebijakan anggaran yang tidak memadahi, persoalan 
kewenangan urusan Pemerintah Daerah, juga kebijakan mengenai BPJS yang menyulitkan 
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klaim narapidana dalam  mendapatkan bantuan dana kesehatan. Selain itu narapidana tidak 
mendapatkan premi dari hasil pekerjaannya di dalam lapas karena ada peraturan perundangan 
yang mengatur keuangan negara yang mengatur bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh 
instansi pemerintah, termasuk lapas, harus masuk ke kas negara sebagai penghasilan negara 
bukan pajak, sehingga hak narapidana atas upah pekerjaan tidak diperolehnya. Unit pelaksana 
teknis Lapas lebih “memilih” menerapkan peraturan keuangan negara untuk menghindari 
dugaan tindak pidana korupsi.  
Jika dicermati permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembinaan 
narapidana, yang include di dalamnya pemenuhan hak narapidana, disebabkan kebijakan 
yang dikembangkan lebih menggunakan model elitis di mana pengaruh politik cukup 
determinan.  
Untuk dapat mengembangkan kebijakan pembinaan narapidana berbasis HAM, akan lebih 
efektif dengan menggunakan model kebijakan kombinasi, kombinasi antara kebijakan elit 
dan kebijakan rasional, seperti yang telah direkomendasikan peneliti pada hasil penelitian 
tahap I. Model kombinasi kebijakan yang dirancang terkait dengan identifikasi permasalahan 
dalam perlindungan HAM narapidana.  
Hasil penelitian tahap pertama diperoleh model kebijakan kombinasi yaitu kombinas 
antara model elit dan model rasional dengan permasalahan yang perlu diselesaikan melalui 
kebijakan kombinasi tersebut antara lain: 
1. Tidak tersedianya “Bilik Cinta” untuk narapidana yang sudah menikah; 
2. Tidak tersedianya anggaran negara untuk biaya kesehatan narapidana; 
3. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan 
narapidana; 
4. Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, 
kesehatan dan psikologis serta keterampilan; 
Hasil rumusan kebijakan kombinasi dibuat Naskah Akademik yang divalidasi dengan ahli 
hak asasi manusia dan ahli Hukum Pidana dan dilaksanakan FGD untuk mendapatkan 
Naskah Akademik yang sesuai dengan kondisi riil yang secara keseluruhan dapat diuraikan 
hasilnya sebagai berikut: 
 
1. Masalah Bilik Cinta dalam Lembaga Pemasyarakatan   
Bilik cinta merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana dalam 
rangka mendapatkan hak menjalani hidup secara layak. Namun sejauh ini bilik cinta belum 
diwujudkan karena dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sama sekali 
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mengenai hal ini, sementara pada sisi lain narapidana membutuhkannya. Jika kebutuhan 
tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpotensi pada beberapa perilaku seksual menyimpang, 
seperti homoseksual, lesbian atau perilaku lainnya. Selain itu akan meningkatkan angka 
perceraian (ketidakharmonisan keluarga) narapidana. 
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan biologis ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Mengatur “eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam Undang-
Undang (produk legislatif), mengingat pengakuan atas hak-hak narapidana tersebut diatur 
dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka sudah seharusnya hak atas kebutuhan biologis 
narapidana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini perlu ada pembaharuan Undang-
Undang Pemasyarakatan yang telah ada, atau dengan kata lain ada perubahan secara tambal 
sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit. Hanya saja di sini pembuat 
kebijakan harus mempunyai perspektif yang luas dan memperhatikan fakta di lapangan. 
b. Mengenai pelaksanaan hak atau teknisnya, diatur dalam suatu peraturan menteri.  
Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. 
Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas, 
efisiensi dalam program “bilik cinta”, maka harus diperhatikan aspek-aspek seperti dampak 
positif, dukungan, kelemahan dan tantangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih 
efektif dan efisien. Kebijakan ini merupakan kebijakan rasional   
 
Masalah tidak tersedianya Anggaran Negara untuk biaya kesehatan Narapidana  
Tidak tersedianya anggaran/dana kesehatan merupakan bentuk pelanggaran HAM  bagi 
narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 
Permasalahan yang muncul dari tidak tersedianya dana kesehatan sangat berkaitan dengan 
unsur kemanusiaan   yang dirasakan  bagi narapidana (warga binaan) yang menderita sakit 
yang serius terutama dari  keluarga yang tidak mampu. Berkaitan dengan hal ini setiap 
narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sudah seharusnya 
setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya 
seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 
1 kali dalam 1 bulan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal napi ada keluhan mengenai 
keselamatan, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan 
pemeriksaan. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada 
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negara sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam realita 
masih terbatas sarana dan prasarana yang menunjang perlindungan para narapidana atas 
kesehatan yang diperolehnya. Di samping itu tidak adanya anggaran untuk obat-obatan bagi 
narapidana di seluruh lapas di Indonesia. Dari berbagai nara sumber dan dokumen anggaran  
belanja, pengadaan obat-obatan tidak dianggarkan. Disamping itu adanya pemangkasan 
anggaran dari pemerintah.    
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan anggaran untuk 
pelayanan kesehatan narapidana di lapas adalah sebagai berikut : 
a.Mengatur pos anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit 
sehingga pelayanan kesehatannya akan terpenuhi. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya 
pembahruan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada yang terkait dengan 
anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain ada 
perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.  
b. Teknis yang diperlukan untuk mengatasi tidak adanya anggaran guna memberikan 
pelayanan kesehatan bagi narapidana yang dilakukan dengan mengadakan kerja sama antara 
lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga atau pihak lain seperti asuransi kesehatan dan 
pemerintah daerah, sehingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan narapidana tidak 
terganggu karena adanya pemangkasan anggaran kesehatan dari pemerintah. 
Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. 
Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas 
dan  efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional 
 
Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan 
narapidana; 
Negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan 
keterampilan dan pelatihan, dengan harapan narapidana setelah bebas akan mempunyai 
kemandirian secara ekonomi.  Dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan adanya 
keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia profesional menyebabkan pelaksanaan 
pembinaan keterampilan menjadi terhambat,  terhenti dan alat-alat yang digunakan dalam 
pembinaan keterampilan terbengkalai. Hal ini sanagat tidak efektif dan mengganggu 
keberlanjutan pembinaan keterampilan bahkan dapat menyebabkan pemborosan dana. Alat-
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alat pembinaan yang tidak digunakan dan terbengkalai memerlukan biaya tinggi untuk 
perbaikan jika akan digunakan lagi. Apalagi bila narapidana yang sudah saatnya bebas belum 
tuntas pembinaan keterampilannya, maka saat kembali kemasyarakat menyebabkan dirinya 
akan mengalami kesulitan hidup karena tidak memiliki keterampilan yang memadahi yang 
dapat membantu dirinya untuk survive di masyarakat. Jika kondisi yang demikian terjadi 
maka menjadi beban masyarakat atas munculnya kejahatan yang dilakukan mantan 
narapidana. 
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari 
keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana   adalah sebagai berikut : 
a.Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan keterampilan dengan 
melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumya.  yang terkait dengan 
anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain ada 
perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit.  
b. Mengnai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari 
keterampilan  kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM dalam pendirian 
selter penampungan sementara untuk melakukan pembinaan keterampilan kepada narapidana. 
Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. 
Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas 
dan  efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional 
 
Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, 
kesehatan dan psikologis serta keterampilan; 
Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan 
psikologis serta keterampilan di Lapas se DIY, mengakibatkan kurang adanya kemandirian 
dari Lapas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tidak tersedianya SDM 
profesional sesuai bidangnya yang memadahi menjadikan pembinaan kepada narapidanan di 
Lapas se DIY kurang maksimal. Hal ini memaksa lapas melibatkan SDM yang dimiliki untuk 
menjalankan tugas pembinaan dengan kemampuan secara amatir. Hal ini kurang menjamin 
dimilikinya keterampilan yang maksimal bagi narapidana sebagai bekal setelah bebas 
mejalani masa pidananya.  
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Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional dalam 
bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang bisa 
menciptakan pekerjaan narapidana   adalah sebagai berikut : 
a.Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, 
kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap 
peraturan yang telah ada sebelumya.  Dengan kata lain ada perubahan secara tambal sulam. 
Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit. 
b. Mengenai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional 
dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang dilakukan 
oleh petugas lapas yakni kreativitas dalam menjalankan tugasnya dengan menjalin  kerjasama 
antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM baik dengan pemerintah daerah maupun LSM 
untuk melakukan pembinaan bidang pendidikan, agama, dan keterampilan kepada 
narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. 
Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk mencapai efektifitas 
dan  efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional 
 
B. Efektifitas Pelaksanaan Model Kebijakan Kombinasi 
 Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM 
terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY belum terlaksana karena adanya 
beberapa kendala struktural, antara lain: 
1. Sistem kewenangan pengambil kebijakan di Pemerintahan yang sentralistik. 
Secara struktur organisatoris/institusi atau kelembagaan,  Lembaga Pemasyarakatan 
se DIY hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Di samping itu  Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal, sehingga dalam 
pelaksanaan tugasnya mengikuti kebijakan dari pusat  yaitu  Kementerian Hukum dan 
HAM. 
2. Untuk melaksanakan uji coba model kebijakan kombinasi, akan berimplikasi pada 
banyak aspek yaitu struktur organisasi, narapidana yang jumlahnya besar dan 
anggaran yang digunakan untuk keperluan penyediaan fasilitas pendukung 
pelaksanaan. 
3. Lokasi tempat uji coba kebijakan sangat bersifat politis 
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Kebijakan itu sangat tergantung pada kemauan politik (political wiil) pengambil 




























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang model kebijakan kombinasi  
perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut 
1. Model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana dapat  
digambarkan    sesuai permasalahan riil, antara lain: 
a. Tidak tersedianya “Bilik Cinta” untuk narapidana yang sudah menikah 
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan biologis ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Mengatur “eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam 
Undang-Undang (produk legislatif), mengingat pengakuan atas hak-hak narapidana 
tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka sudah seharusnya hak atas 
kebutuhan biologis narapidana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini perlu ada 
pembaharuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang telah ada, atau dengan kata lain ada 
perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit. 
Hanya saja di sini pembuat kebijakan harus mempunyai perspektif yang luas dan 
memperhatikan fakta di lapangan. 
2) Mengenai pelaksanaan hak atau teknisnya, diatur dalam suatu peraturan menteri.  
Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan 
ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk 
mencapai efektifitas, efisiensi dalam program “bilik cinta”, maka harus diperhatikan 
aspek-aspek seperti dampak positif, dukungan, kelemahan dan tantangan, sehingga 
kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini merupakan 
kebijakan rasional   
b. Masalah tidak tersedianya Anggaran Negara untuk biaya kesehatan Narapidana  
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kebutuhan anggaran 
untuk pelayanan kesehatan narapidana di lapas adalah sebagai berikut : 
1)Mengatur pos anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang menderita 
sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan terpenuhi. Berkaitan dengan hal ini perlu 
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adanya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada yang terkait 
dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata lain 
ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan 
elit.  
2) Teknis yang diperlukan untuk mengatasi tidak adanya anggaran guna memberikan 
pelayanan kesehatan bagi narapidana yang dilakukan dengan mengadakan kerja sama 
antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga atau pihak lain seperti asuransi 
kesehatan dan pemerintah daerah, sehingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan 
narapidana tidak terganggu karena adanya pemangkasan anggaran kesehatan dari 
pemerintah. 
Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan 
pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan 
ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. Untuk 
mencapai efektifitas dan  efisiensi. Kebijakan ini termasuk model kebijakan rasional 
c. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan 
narapidana; 
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari 
keterampilan yang bisa menciptakan pekerjaan narapidana   adalah sebagai berikut : 
1) Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan keterampilan 
dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumya.  yang 
terkait dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas. Dengan kata 
lain ada perubahan secara tambal sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model 
kebijakan elit.  
2) Mengnai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya hak atas kelanjutan dari 
keterampilan  kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM dalam pendirian 
selter penampungan sementara untuk melakukan pembinaan keterampilan kepada 
narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan 
memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, 
efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang maksimal. 





c. Ketidak tersedianya SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, 
kesehatan dan psikologis serta keterampilan 
Kebijakan yang bisa diambil dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional dalam 
bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang bisa 
menciptakan pekerjaan narapidana   adalah sebagai berikut : 
1) Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, 
kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap 
peraturan yang telah ada sebelumya.  Dengan kata lain ada perubahan secara tambal 
sulam. Ini merupakan salah satu cirikhas model kebijakan elit. 
2) Mengenai teknik yang diperlukan dalam rangka terpenuhinya SDM yang profesional 
dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan yang 
dilakukan oleh petugas lapas yakni kreativitas dalam menjalankan tugasnya dengan 
menjalin  kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan LSM baik dengan 
pemerintah daerah maupun LSM untuk melakukan pembinaan bidang pendidikan, agama, 
dan keterampilan kepada narapidana. Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan 
menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek 
efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Kebijakan ini bertujuan untuk keuntungan sosial yang 
maksimal. Untuk mencapai efektifitas dan  efisiensi. Kebijakan ini termasuk model 
kebijakan rasional 
 
2. Efektifitas Pelaksanaan Model Kebijakan Kombinasi 
 Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM 
terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY belum terlaksana karena adanya 
beberapa kendala struktural, antara lain: 
a. Sistem kewenangan pengambil kebijakan di Pemerintahan yang sentralistik. 
Secara struktur organisatoris/institusi atau kelembagaan,  Lembaga Pemasyarakatan 
se DIY hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Di samping itu  Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal, sehingga dalam 
pelaksanaan tugasnya mengikuti kebijakan dari pusat  yaitu  Kementerian Hukum dan 
HAM. 
b. Untuk melaksanakan uji coba model kebijakan kombinasi, akan berimplikasi pada 
banyak aspek yaitu struktur organisasi, narapidana yang jumlahnya besar dan 
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anggaran yang digunakan untuk keperluan penyediaan fasilitas pendukung 
pelaksanaan. 
c. Lokasi tempat uji coba kebijakan sangat bersifat politis 
Kebijakan itu sangat tergantung pada kemauan politik (political wiil) pengambil 
kebijakan beserta kelompoknya 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebaga berikut: 
1. Perlu dibuat kebijakan kombinasi tentang perlindungan HAM terhadap 
Narapidana di  Lapas  oleh Pemerintah 
2. Perlu adanya political will pemerintah dengan tegas yang memberikan 
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Surakarta tgl. 27 s/d 29 Juli 2005 




2006 Lokakarya Pertukaran Dosen dan Penyusunan 




UNNES, UNS, UM) tgl. 2 – 3 September 2006 di 
Hotel Grand Setia Kawan Surakarta 
2007 Seminar Badan Hukum Pendidikan: Neo-
Liberalisme Pendidikan 
HMI-UGM Yogyakarta 
2007 Workshop Penyerapan Aspirasi Perguruan 
Tinggi untuk RUU tentang Kementerian Negara 
dari DPR RI, 15 Februari 2007. 
 
Kerjasama Pansus RUU 
Kementerian Negara DPR 
RI dengan UGM Yogyakarta 
2007 Seminar Nasional ”Aktualisasi Nilai-nilai 
Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan 
Sistem Perundang-undangn Indonesia” tgl. 30 – 
31 Mei 2007 
KAGAMA UGM Fakultas 
Hukum 
2007 Workshop Pemberdayaan Alumni Pelatihan 
HAM Luar Negeri Tahap II, Nopember 2007 di 
Jakarta 
Dit.Jen Perlindungan HAM 
Dep.Huk.Ham RI 
2007 Seminar Penyelenggaraan Kelas Internasional 
tgl. 13 Desember 2007 di Ruang Sidang Umum 
Gedung Rektorat UNY 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
2007 Lokakarya Penyusunan Panduan 
Penyelenggaraan Kelas Internasional 
Universitas Negeri Yogyakarta tgl. 14 Desember 




2008 Seminar Nasional ”Restrukturisasi Pendidikan 
Karakter” tg 29 Juli 2008 di Ruang Sidang 
Utama Rektorat UNY 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
2008 Lokakarya Restrukturisasi Pendidikan Karakter 
tg 31 Juli 2008  
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
2009 Seminar Status dan Kondisi Penegakan, 
Perlindungan dan Pemenuhan HAM di 
Indonesia, Hotel Shantika Yogyakarta, tgl. 14 
Maret 2009 
Pusham-UII Yogyakarta dan 
Norwegian Centre for 
Human Rights 
2011 Seminar Nasional 1 Abad Sjafrudin 
Prawiranegara “Menang dalam Kalah, Kalah 
dalam Menang” (Pengembalian Mandat PDRI 
kepada Soekarno-Hatta) 
Universitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta 
2011 An Internasional Workshop on Constitutional 
Reform and Its Influence on Civic Education 
Fakultas Hukum UII 






Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 
1997 Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Presiden RI 








Tahun Organisasi Jabatan 
2006 s/d 
sengkarang 
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNY Seksi Advokasi 
2010 s/d 
sekarang 
Masyarakat Penelitian Pendidikan Indonesia Ketua  
Bidang Kelembagaan 
 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila 
terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
 
                                                                                   Yogyakarta, 21 April 2014 
                                                                                                          
 














LAMPIRAN 2 :  USULAN NASKAH AKADEMIK ( Terlampir Pada “Isian Capaian”  

















             


















































LAMPIRAN 7 : DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION 
 
